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ABSTRAK 

 

Dela Daswati (2024): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemungutan 

Jasa dalam Pelayanan Penyelenggaraan Haji dan 

Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Kampar 

 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pemungutan jasa pendaftaran 

haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Beberapa oknum yang 

melakukan pemungutan jasa terhadap jamaah dengan beralibi sebagai biaya 

administrasi karena pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem 

pemungutan jasa dalam pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Kampar dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah 

terhadap pemungutan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan 

populasi berjumlah 13 orang yang terdiri dari 1 kasi haji, 10 jamaah dan 2 

pegawai penyelenggaran haji dikantor kementerian agama kabupaten Kampar.. 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Sumber data 

primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Adapun metode analisa adalah deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, Pemungutan Jasa Dalam Penyelenggaraan 

Haji Dan Umrah Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar masih 

ditemukan beberapa oknum pegawai yang memungut uang dari jamaah dengan 

alasan sebagai administrasi. Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Pemungutan Jasa 

Dikantor Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Kampar belum memenuhi 

rukun dan syarat ijarah yang sesuai yaitu khusus karna pegawai masih melakukan 

pemungutan jasa didalam administrasinya, kecuali Kedua belah pihak yang 

berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-Ijārah. Apabila salah 

seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. 

 

Kata Kunci: Pemungutan Jasa, Haji, Fiqh Muamalah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan 

sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui 

dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang 

berdasarkan wahyu Allah SWT. Dengan demikian hukum Islam menurut 

ta’rifini mencakup hukum syara’dan fiqh terkandung di dalamnya.
1
 Hukum 

Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum 

Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
2
 

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam 

masyarakat. Sebagai mahkluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan 

adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. 

Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, 

disadari atau tidak untuk mencupuki kebutuhan-kebetuhan hidupnya. 

pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam 

hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.
3
  

 

                                                             

1
 Ismail Muhammad Syah, Filsaat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17-18. 

2
 Muhammad Syukri Albani, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 57. 

3
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam, (Yogyakarta: 

UII Press, 1993), h.7. 
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Dalam pergaulan hidup tiap-tiap orang mempunyai kepentingan 

terhadap orang lain. Masing-masing individu manusia saling membutuhkan 

manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Patokan-patokan 

hukum yang mengatur hubungan hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat 

itu disebut hukum Muamalat atau Fiqh Muamalah.
4
 

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian 

uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas 

lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di 

luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau 

tanpa sarana elektronika.
5
 

Gratifikasi menurut pandangan islam terdapat dalam surat Al-Baqarah 

ayat 188. Allah SWT berfirman :  

 

اب ااوَلَا ابيَۡنكَُم لكَُم اأمَۡوََٰ ل اتأَۡكُلوُٓاْ ط  ااٱلۡبََٰ اإ لىَ اب هآَ ام اوَتدُۡلوُاْ ل تأَۡكُلوُاْااٱلۡحُكَّ

ا ل  نۡاأمَۡوََٰ ثۡم اب ااٱلنَّاس افرَ يقٗاامِّ اا١٨٨وَأنَتمُۡاتعَۡلمَُونَااٱلۡۡ 
 

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) 

kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”
6
 

                                                             

4
Ibid., h.7. 

5
 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta: Gramedia, 

1991), h. 216. 

 
6
 Departemen Agama RI, al-Qur ‘an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit J-ART, 

2005.), h. 29 
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Pada dasarnya, Pemungutan Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, 

arti kata pemungutan adalah proses, cara, perbuatan memungut. 
7
Jasa atau 

pelayanan merupakan suatu kinerja yang tidak berwujud dan cepat hilang, 

tetapi tidak dirasakan daripada dimiliki, dimana pelanggan lebih dapat 

berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Namun kondisi 

cepat atau lambatnya pertumbuhan jasa sangat tergantung pada penilaian 

pelanggan terhadap kinerja atau penampilan yang ditawarkan oleh pihak 

produsen (perusahaan barang atau jasa).
8
 

Maka, jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai ciri-ciri, 

yaitu sebagai berikut :  

1. Suatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

2. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan 

suatu produk fisik. 

3. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. 

4. Terdapat interaksi antara penyedia jasa atau dengan pengguna.  

Karateristik Jasa Menurut Hurriyati mengemukakan karateristik-

karateristik jasa seabagai berikut :  

1. Jasa tidak dapat disimpan dan pada umumnya dikonsumsi pada saat 

dihasilkan.  

2. Jasa bergantung pada waktu, secara umum, pelanggan sering kali 

cenderung memanfaatkan jasa secara lebih sering pada waktu tertentu.  

                                                             

7
 Pustaka Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi ke 4 (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 273. 

8
 Arif Wibowo, MEI, “Pengaruh Kulitas Pelayanan Transportasi Umum Bus Trans Jogja 

Terhadap Kepuasan Konsumen”, Volume 11.No. 2 (2014): h.70. 
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3. Jasa bergantung pada tempat.  

4. Konsumen selalu terlibat dalam proses produksi jasa, karena konsumen 

merupakan bagian integral dari proses tersebut.  

5. Perubahan pada konsep kemanfaatan berarti perubahan proses produksi 

yang terlihat maupun tidak. 

6.  Setiap orang dan apapun yang berhubungan dengan konsumen turut juga 

mempunyai andil dalam memberikan peranan.  

7. Karyawan penghubung (contact employee) merupakan bagain dari proses 

produksi jasa.  

8. Kualitas jasa tidak dapat diperbaiki pada saat proses produksi karena 

produksi jasa terjadi secara real time, dan konsumen terlibat pada proses 

produksinya. Jika terjadi kesalahan pada saat produksi maka sudah 

terlambat bagi bagian pengendalian kulaitas untuk memperbaikinya.
9
 

Gratifikasi ini terkadang dianggap suap apabila pegawai meminta 

kepada jamaah. Seandainya mereka adalah masyarakat biasa atau pensiunan 

yang sudah tidak menjabat, apakah para pemangku kepentingan masih tetap 

akan memberikan hadiah (baik amplop, parcel ataupun hadiah lainnya). 

Berdasarkan pengamatan penulis pada Penyelenggaraan Haji dan 

Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar terdapat beberapa 

fenomena diantaranya adanya beberapa oknum yang melakukan pemungutan 

jasa terhadap jamaah dan sesuai fakta dilapangan untuk aturan biaya 

admistrasi dalam pelayanan seperti pelayanan pendaftaran haji, pembatalan 

                                                             

9
 Suhada, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada CV. 

Nur Ihsan Palembang”, Vol. 13.No. 2 (2016): h.19. 
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haji, dan lain-lainnya dikenakan tarif nol rupiah tetapi fakta/fenomena yang 

terjadi ada beberapa oknum pegawai yang masih meminta pemungutan jasa 

terhadap jamaah dengan beralibi sebagai biaya administrasi karena pada 

kantor kementrian agama kabupaten Kampar sudah diterapkan zona intergritas 

menuju WBK (wilayah bebas dari korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi 

bersih melayani) artinya disetiap pelayanan yang diberikan tidak ditemukan 

tarif biaya apapun. 
10

 Dari permasalahan yang muncul maka penulis tertarik 

untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan sehingga penulis ingin 

memilih judul penelitian tentang yaitu  “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap 

Pemungutan Jasa dalam Pelayanan Penyelenggaraan Haji dan Umrah di 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis memberikan 

batasan masalah yang akan dibahas. Pembahasan untuk penulisan ini hanya di 

kantor kementerian agama kabupaten kampar.  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pemungutan jasa dalam pelayanan penyelenggaraan 

Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar? 

                                                             

10
 Taufiq Elfendi, Penyusun Dokumen Haji Dan Umrah, Wawancara, Kampar, 20 

Februari 2024. 
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2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemungutan jasa dalam 

pelayanan penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan jasa dalam 

pelayanan penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar.  

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap 

pemungutan jasa dalam pelayanan penyelenggaraan Haji dan Umrah di 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.  

2. Manfaat 

a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan 

gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama duduk dibangku 

dunia perkuliahan. 

b. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi 

Syariah (Muamalah) mengenai Ijarah. 

c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya 

mengenai permasalahan yang sama. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pengertian Fiqh Muamalah 

Fiqih Muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan 

hukum Islam seperti yang lainnya yaitu tentang hukum ibadah hukum 

pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum jihad, hukum perang, 

hukum damai, hukum politik, hukum penggunaan harta, dan hukum 

pemerintahan. Semua bentuk persoalan yang dicantumkan dalam kitab 

fiqih adalah pertanyaan yang dipertanyakan masyarakat atau persoalan 

yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kemudian para ulama 

memberikan pendapatnya yang sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dan 

kemudian pendapat tersebut dibukukan berdasarkan hasil fatwa-

fatwanya.
11

 

Secara bahasa (etimologi) Fiqih (فقه) berasal dari kata faqiha (فقه) 

yang berarti Paham dan Muamalah berasal dari kata ’Amila yang berarti 

berbuatatau bertindak atau Al ‘amaliyyah maksudnya yang berhubungan 

dengan amaliyah (aktifitas), baik aktifitas hati seperti niat, atau aktifitas 

lainnya, seperti membaca al Qur’an, shalat, jual beli dan lainnya. 

Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. 

                                                             

11
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Muamalah Perbankan Syariah (Jakarta: Team Counterpart 

Bank Muamalat Indonesia, 1999), h.5. 
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Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi kehartabendaan seperti 

jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan 

persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebaginya) dan pembagian 

warisan.
12

 Secara istilah (terminologi) Fiqh Muamalah dapat diartikan 

sebagai aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan 

manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan 

mengembangkan harta benda. 

2. Pembagian Fiqih Muamalah 

Pembagian Fiqih Muamalah dibagi menjadi lima bagian: 

a. Muwadhah Madiyah (hukum kebendaan): muamalah yang mengkaji 

segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa 

muamalah al-madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, 

haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, 

benda yang menimbulkan kemadaratan dan mendatangkan 

kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain. 

b. Munakahat (hukum perkawinan): ini Adalah salah satu bagian dari 

Fiqih Muamalah yang mana hubungan seseorang dengan lawan 

jenisnya dalam satu ikatan yang sah untuk menjalin keluarga sakinah, 

mawaddah, dan rahmah. 

c. Amanat dan ‘Ariyah (pinjaman): berasal dari kata “’ara” yang berarti 

datang dan pergi atau berasal dari kata “attanawulu-wittanawubu” 

                                                             

12
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu, diterj. Abdul Hayyie 

al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 27. 
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d. Tirkah (harta peninggalan): ini sama halnya dengan Fiqih Mawaris. 

Bahwasanya adalah pembahasan ini membahas tentang harta yang 

ditinggalkan mayat kepada si ahli waris yang mana harta yang harus 

dibagikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
13

 

3. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah dalam Islam 

Prinsip-prinsip dasar Fiqih Muamalah di antaranya adalah:
14

 

a. Dalam berabagi jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh 

(Mubah) sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya selama 

tidak ada yang melarang kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu 

dibolehkan. Inilah isi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah 

kepada umat manusia. 

b. Prinsip lainnya adalah kejujuran, kemaslahatan umat, menjunjung 

tinggi prinsip-prinsip, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan 

suka sama suka. 

c. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah “untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat manusia”, mereduksi permusuhan dan perselisihan 

di antara manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan 

berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari 

prinsip pertama ini, terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan 

persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. Allah tidak menurunkan syariah, 

kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup 

                                                             

13
 Rahcmat syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 16 

14
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 5-11. 
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hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan 

ruang gerak kehidupan manusia. 

d. Dalam buku lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip Fiqih Muamalah 

adalah “halal”, maksudnya di sini adalah benda yang akan 

ditransaksikan itu harus bersih dan halal. 

e. Azas Manfaat: maksudnya adalah benda yang akan ditarnsaksikan 

ituadalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat diarasakan 

secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung, contohnya 

(buah-buahan atau bibit tanaman secara tidak langsungnya). 

f. Azaz Kerelaaan: dalam muamalah dimana saat bertransakisi harus 

adanya rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa 

kekcewaan satu sama lainnya.
15

 

g. Asas Kebajikan (Kebaikan): maksudnya adalah setiap hubungan 

perdata sebagiannya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada 

kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang 

diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran 

pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan. 

h. Asas mendahulukan kewajiban dari hak: bahwa dalam pelaksanannya 

hubungan perdata para pihak harus mengutamakan penuaian kewajiban 

terlebih dahulu daripada menurut hak. 

i. Asas Adil dan berimbang. 

j. Asas kemasaslahatan hidup. 

                                                             

15
 Rozalinda, Fiqh Muamalah, (Padang: Hayfa Press, 2005), h. 4-7. 
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k. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain: maksdunya 

adalah bahwasanya para pihak yang mengadakan hubungan perdata 

tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan 

bertransaksi. 

4. Ruang dan lingkup Muamalah 

Berdasarkan pembagian Fiqih Muamalah diatas maka ruang 

lingkup Muamalah adalah : 

a. Ruang lingkup al Muamalah al-Madiyah 

1) Jual beli (al bai’ at tijarah) 

2) Gadai (Rahn) 

3) Jaminan dan tanggungan (kafalah dan dhamam) 

4) Pemindahan utang (hiwalah) 

5) Perseroan /perkongsian (asy-syirkah) 

6) Perseoan harta dan tenaga (mudharabah) 

7) Sewa menyewa tanah (musaqohmukhabaroh) 

8) Upah (ujroh al amah) 

9) Sayembara (al ji’alah) 

10) Pemberian (al hibbah) 

11) Dan lain sebagainya.
16

 

b. Al-Muamalah al-Adabiyah, yang termasuk dalam muamalah ini adalah 

ijab dan kabul, saling meridhoi, tidak ada paksaan, hak dan kewajiban 

dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada 

kaitannya dengan peredaran harta. 

                                                             

16
 Syafei Rachmat, Fiqih Muamalah, (Bandung, Pustaka Setia , 2001), h.18. 
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5. Pengertian Ijarah 

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “alajru”yang berarti 

“al-iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab”atau (pahala) 

dinamakan ajru (upah)
17

. Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, 

sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah 

dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, 

kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.
18

 

Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. 

Menurut syara’ berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang 

diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian 

yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.
19

 

Secara terminology, ada beberapa definisi al-ijarah yang 

dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi‟iyah, ijarah adalah 

akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa 

ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui 

dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan 

ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu 

kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain 

itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upahmengupah), 

                                                             

17
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 13, (Pena Pundi Aksara, Jakarta), 2006, h .203 

18
 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Gaya Media Pratama, Jakarta), 2000, h. 228 

19
 Syaifullah Aziz, Fiqih Islam Lengkap, (Asy-syifa, Surabaya), 2005, h .377 
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yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat 

dari barang.
20

 

Menurut Syafi‟i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna 

atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Gufron A. Mas‟adi dalam 

bukunya Fiqh muamalah kontekstual mengemukakan, ijarah secara bahasa 

berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan 

transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.
21

 

6. Dasar hukum Ijarah 

Hukum ijarah dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks 

al-Qur‟an, hadist-hadist Rasulullah, dan Ijma‟ ulama fikih sebagai berikut: 

Berdasarkan Al-quran Dalam al-Qur‟an ketentuan tentang upah tidak 

tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan 

dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam QS  Az-

Zukhruf (43):32 Allah SWT berfirman:  

 

اف يااأهَمُاۡ يشَتهَمُۡ ع  امَّ ابيَۡنهَمُ اقسََمۡناَ انحَۡنُ ارَبِّكََۚ ارَحۡمَتَ مُونَ يقَۡس 

ة ا نۡياََۚااٱلۡحَيوََٰ ذَااٱلدُّ الِّيتََّخ  تٖ ادَرَجََٰ ابعَۡضٖ افوَۡقَ ابعَۡضَهمُۡ وَرَفعَۡناَ

اايجَۡمَعُونَا مَّ اۗاوَرَحۡمَتُارَبِّكَاخَيۡرٞامِّ ي ٗ اا٣٢بعَۡضُهمُابعَۡضٗااسُخۡر 
 

 

 “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 

telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka 

                                                             

20
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), h. 114 

21
 Gufron A.Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2002), h. 181 
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atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 

dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”
22

 

 

Lafadz “Sukhriyyan” yang tepat dalam ayat di atas bermakna 

saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar 

Fiqih Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini , lafaz ini diartikan 

dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal 

pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang 

berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa 

mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah 

satunya adalah dengan ijarah atau upah-mengupah. 

Berdasarkan Hadist-hadist Rasulullah SAW yang membahas 

tentang ijarah atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu 

Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :  

 

 

Artinya, “Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, 

‘Berikanlah upah kepada pekerja, sebelum keringatnya 

mengering’.” (HR.Ibnu Majah).
23 

 

 

Berdasarkan Ijma Para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan 

dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini. 

                                                             

22
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Diponogoro, Bandung, 2006). 

23
 Muhammad bin Yazid Abu ,Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah Jilid II, Dar al- 

Fikr, Beirut, 2004, h. 20 
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Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya 

untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan 

kegiatan ijarah. Jadi, berdasarkan nash al-Quran, Sunnah (hadis) dan ijma 

tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah 

boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan 

syara. 

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yaitu pemberian yang 

diberikan kepada seseorang sebagai bentuk terima kasih atas layanan atau 

manfaat yang diterima, yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi, 

diskon, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya. Contoh 

pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk 

keperluan pribadi secara cuma-cuma. Maksud dalam  contoh masalah ini 

yaitu pegawai meminta kepada jamaah untuk keperluan pribadi. 

Gratifikasi dianggap sebagai akar dari korupsi karena dapat 

menyebabkan konflik kepentingan. Penerima gratifikasi yang integritasnya 

lemah dapat terjerumus kedalam praktik pemersan dan suap. 

7. Rukun dan Syarat Ijarah 

a. Rukun Ijarah  

Menurut Hanafiyah, rukan dan syarat ijarah hanya ada satu, 

yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan 

meyewakan.Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan 

syarat ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah, 
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dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan di uraikan sebagai 

berikut:  

1) Aqid (Orang yang berakad)  

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu 

mu’jir dan musta’jir. Mu’jir adalah orang yang memberikan upah 

atau yang menyewakan. Sedangkan Musta’jir adalah orang yang 

menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa 

sesuatu. 

2) Sighat Akad Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan 

akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang 

keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran 

kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.  

3) Ujroh (upah) Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta’jir 

atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu’jir. 

Dengan syarat hendaknya :  

a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad 

timbal balik, karena itu iijarah tidak sah dengan upah yang 

belum diketahui.  

b) Pegawai khusus seperti hakim tidk boleh mengambil uang dari 

pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari 

pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti 

dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu 

pekerjaan saja.  
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c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan 

barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka 

uang sewanya harus lengkap. 
24

 

4) Manfaat Di antara cara untuk mengetahui ma’qud alaih (barang) 

adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau 

menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa 

seseorang. 

b. Syarat Ijarah 

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah : 
25

 

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan 

berakal (Mazhab Syafi‟i Dan Hambali). Dengan demikian apabila 

orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang 

gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan 

ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan 

Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, 

tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz 

pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh 

walinya.  

                                                             

24
 Muhammad Rawwas Qal, Ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab, (PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 1999), h. 178 

25
  M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2003), h. 227 
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2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya 

untuk melakukan akad Ijarah itu, apabila salah seorang keduanya 

terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah. 

3) Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, 

sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya 

tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.  

4) Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara 

langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih 

sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang 

tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. 

Umpamanya rumah atau took harus siap pakai atau tentu saja 

sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan 

akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh 

orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan 

oleh orang lain.  

5) Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu 

ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, 

tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh 

bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi 

atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh  

menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka 

beribadat.
26

 

                                                             

26
 M. Ali Hasan, Op.,Cit, h. 231 
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8. Macam-macam Ijarah  

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut : 

a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian 

pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Al-ijarah 

yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, 

kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan 

manfaat yang dibolehkan syara‟ untuk dipergunakan, maka para ulama 

fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.   

b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam ijarah 

bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. 

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, 

hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh 

bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. 

Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang 

pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau 

sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang 

banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua 

bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya 

boleh.
27

 

 

B. Penelitian Terdahulu 
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Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ilgafur Tanjung (2017) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberian Hadiah Kepada 

Pegawai/Pejabat (Tinjauan Hukum Islam Dan Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001). Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

pustaka (libraryresearch). Metode pembahasan yang digunakan adalah metode 

maudūʻi (tematikdan topical). Hasil penelitian dari pembahasan ini adalah 

hadiah yang diberikan kepada pejabat/pegawai karena pekerjaan dan 

kedudukannya hukumnya adalah haram bagi yang memberi dan menerima 

sebagaimana dilarang oleh agama Islam dan Undang-undang. 

Dasar keharaman dan ketidak-bolehan hadiah tersebut adalah tidak 

terealisasinya persamaan hak antara sesama manusia, baik itu individu 

maupun sosial. Adapun hadiah yang diberikan kepada pegawai/pejabat bukan 

karena pekerjaan dan kedudukannya, maka hukumnya boleh bagi pemberi 

danyang menerima. Terlebih jika pemberi tersebut berniat untuk mempererat 

tali silaturrahim dan menguatkan hubungan antar sesama.
28

 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tri Warita (2011) dalam 

penelitian yang berjudul “Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan 

Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT. 

Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)”. Penelitian ini bersifat penelitian 

lapangan, Kriteria Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki hadiahnya 

tergolong dalam Grand Prize, Main Prize, Reguler dan Hiburan, dan produk-

                                                             

28
Tanjung, I. (2017). Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat (Tinjauan Hukum 

Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001) (Doctoral dissertation, 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meddan). 
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produk yang termasuk dalam program tersebut yaitu Tabungan Muamalat, 

Tabungan Ummat,Tabungan Ku, danTabungan Haji Arafah. Sedangkan 

respon nasabah, yang tergambar di dalam angket bahwa nasabah yang 

mengikuti program tersebut sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh 

bank, dan mengenai pencabutan undian dari program tersebut menggunakan 

komputerisasi yang dilaksanakan oleh PT. Bank Muamalat Tbk pusat 

(Jakarta).  

Dan tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program tersebut 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qhardhawi yang 

dipertegas dengan perbuatan Rasulullah SAW sering memberikan hadiah 

tertentu kepada para sahabat yang telah berasil melakukan pelayanan untuk 

Islam guna memotivasi para sahabat untuk melakukan amalanshaleh, maka 

pelaksanaan program tersebut diperbolehkan oleh syara’.
29

 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Windi Wahyuni Yati (2019) 

dalam penelitian yang berjudul “Peran Pemberian Hadiah Dalam Peningkatan 

Minat Penabung Di Pt. Bpr Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember”. Hasil 

dari penelitianini menunjukan bahwa: 

1. Mekanisme pemberian hadiah pada BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten 

Jember terdiri dari tiga bagianyaitu: a) Hadiah Berbasis Poin yakni 

nasabah dapat menjadi peserta programhadiah harus memenuhi ketentuan 

poin yang telah ditetapkan. b) Periode Perhitungan Poin yakni 

                                                             

29
Warita, T. (2011). Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi 

Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang 

Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). 
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diakumulasikan dari bulan Januari sampai Desember danc) Pengundian 

Hadiah yakni dilaksanakan pada bulan Februari dan per wilayahprovinsi.  

2. Peran pemberian hadiah dalam meningkatan minat penabung pada BPR 

Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember yaitu: a) sebagai sarana 

periklanan,b) sebagai ucapan terimakasih kepada nasabah, c) sebagai alat 

untuk mempertahankan nasabah yang lama ataupun mendapatkan nasabah 

baru. d) untuk meningkatkan loyalitas nasabah, dan e) untuk menyiratkan 

citra yang baik kepada nasabah.
30

 

 

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Nur Azizah (2019) 

dalam penelitian yang berjudul “Pemberian Hadiah Kepada Nasabah Dalam 

Penghimpunan Dana Tabungan Di Bprs Central Syariah Utama Surakarta 

Menurut Fatwa Dsn-Mui Nomor 86/Dsn-Mui/Xii/2012”. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Data 

diambil dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian 

dianalisa dengan teknik deskriptif analitif. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme 

pemberian hadiah kepada Nasabah dalam penghimpunan dana tabungan di 

BPRS Central Syariah Utama Surakarta dan bagaimana perspektif Fatwa 

DSN-MUI Nomor86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap pemberian hadiah kepada 

                                                             

30
Yati, W. W. (2019). “Peran Pemberian Hadiah dalam Peningkatan Minat Penabung di 

PT. BPR Nusamba Rambipuji Kabupaten Jember” (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah). 
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Nasabah dalampenghimpunan dana tabungan di BPRS Central Syariah Utama 

Surakarta.
31

 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ana Fitriani (2020) dalam 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sistem Pemberian 

Hadiah Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Muamalat Kcp Majalengka”. Hasil 

pengujian pada penelitian ini yaitu menunjukan bahwa nilai t hitung sebesar 

4,683 > 1,66216 t tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,1 maka 

Ho1ditolak dan Ha1 diterima artinya kualitas pelayanan (X1) berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepuasan nasabah (Y). Nilai t hitung sebesar 2,418 

> 1,66216 tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,018< 0,1 maka Ho2 ditolak 

dan Ha2 diterima. 

Artinya sistem pemberian hadiah (X2) berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan nasabah (Y). nilai f hitung sebesar 36, 750 > f tabel sebesar 

2,36 dengannilai signifikansi 0,000 < 0,1 maka Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. 

Artinya secara simultan atau bersama-sama kualitas pelayanan (X1) dan 

sistem pemberian hadiah (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan nasabah (Y).
32
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam fakta yang 

sesungguhnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian kualitatif. Proses dan makna pada penelitian kualitatif lebih 

ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori, yang dimanfaatkan sebagai 

pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Penelitian ini 

berlokasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. 
33

 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah  beberapa jamaah dan 

pegawai bagian Haji Dan Umrah di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar. 

2. Objek Penelitian 

Adapun objek penelitian adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap 

pemungutan jasa dalam pelayanan penyelenggaraan Haji dan Umrah di 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.  
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C. Sumber Data  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

responden hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti 

oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.
34

 Adapun data ini diperoleh 

dari pemungutan jasa dalam pelayanan penyelenggaraan Haji dan Umrah 

di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari buku-

buku tentang fiqh muamalah atau dikumpulkan dari sumber yang telah 

ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan 

penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. 
35

 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang 

akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, 

                                                             

34
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media dan sebagainya.
36

 Adapun populasi pada penelitian ini berjumlah 13 

orang yaitu 1 kasi haji, 10 jamaah, dan 2 pegawai bagian penyelenggaraan 

Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Kampar. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan 

dapat dianggap mewakili populasi. Dalam penelitian ini teknik sampling 

yang digunakan yaitu total sampling. Karena jumlah populasi sedikit, 

maka seluruhnya dapat diteliti yaitu 1 kasi haji, 10 jamaah dan 2 pegawai 

bagian penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten 

Kampar. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena 

yang ada pada objek penelitian. Dalam menggunakan metode observasi 

cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau 

blangko pengamatan sebagai  instrument.
37

 

2. Wawancara 

                                                             

36
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Wawancara yaitu  metode pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung kepada responden dicatat atau direkam. Penelitian 

melakukan wawancara kepada jamaah dan pegawai bagian 

penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten 

Kampar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, surat 

kabar, transkip, dan lain sebagainya. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang tersedia di lokasi penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
38

 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menguraikan dan 

mengambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan. 

 

G. Metode Penulisan 

Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu: 

                                                             

38
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2009), h. 244. 
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1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, 

yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat dan diamati dengan 

indra peneliti. 

2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian di analisa dan ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan hasil penelitian dan metode-metode tersebut maka sebagai 

gambaran dalam memperjelas tulisan ini penulis akan membuat sistematika 

pembahasannya yang dapat ditulis sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II :  KAJIAN PUSTAKA 

  Pada bab ini membahas mengenai teori dan kajian pustaka  

tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pemungutan jasa yang 

terdiri dari pengertian fiqih muamalah, ruang lingkup fiqih 

muamalah, pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan 

syarat hibah, dan tinjauan penelitian terdahulu. 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

  Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, subjek dan 

objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik  
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pengumpulan data, teknik analisis data, metode penulisan, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB IV  : HASIL PENELITIAN 

  Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pemungutan jasa dalam 

pelayanan penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Kampar dan tinjaun fiqih 

muamalah terhadap pemungutan jasa dalam pelayanan Haji dan 

Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan dimasa 

yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Biaya untuk keseluruhan jamaah haji tahun 2023 mulai dari setoran awal 

sampai pemulangan ketahan air sebesar Rp. 28.400.000. Sedangkan biaya 

untuk keseluruhan jamaah haji tahun 2024 mulai dari setoran awal sampai 

pemulangan ketanah air sebesar Rp. 61.950.000.jadi selisih dari tahun 

2023 dan 2024 sebenyak Rp. 33.550.000. Pemungutan jasa dalam 

penyelenggaraan Haji Dan Umrah Di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar masih ditemukan beberapa oknum pegawai yang 

memungut uang dari jamaah dengan alasan sebagai administrasi.  

2. Tinjauan fiqh muamalah dalam pemungutan jasa di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar belum memenuhi rukun dan syarat ijarah yang 

sesuai yaitu khusus karna pegawai masih melakukan pemungutan jasa 

didalam administrasinya, kecuali Kedua belah pihak yang berakad 

menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-Ijārah. Apabila salah 

seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. 

 

B. Saran 

1. Diharapkan dalam suatu kegiatan muamalah, disamping mencari 

keuntungan pribadi, tidak memanfaatkan urusan pekerjaan dalam hal 
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keuntungan pribadidan menjalankan pekerjaan dengan baik dan sesuai 

peraturan kantor.  

2. Kepada pegawai kantor seharusnya menjalankan tugas dengan baik dan 

jujur serta mematuhi peraturan yang tetap ditetapkan oleh kantor dan tidak 

mengambil keuntungan pribadi dalam urusan pekerjaan. 
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Pedoman Wawancara 

 

 Kasi Haji dan Umrah 

1. Pak bagaimana prosedur pendaftaran  haji pada tahun 2023 dan 2024, 

Apakah ada perubahan prosedur atau tidak pak ? 

2. Pak apakah ada peningkatan jumlah jamaah yang berangkat tahun 2023 

dan 2024 ? 

3. Pak berapa biaya kisaran yang dikeluarkan jamaah untuk biaya 

perlengkapan jamaah sebelum keberangkatan haji seperti biaya manasik, 

pakaian ihram, koper, pendaftaran ,baju seragam dan pp pulang balik ? 

4. Pak selain biaya perlengkapan yang dikeluarkan diatas apakah ada biaya 

tambahan yang lain pak? 

 

 Pegawai Kantor Haji dan Umrah 

1. Kira-kira dalam pendaftaran haji itu ada waktu berapa  lama ya pak ? 

2. Apakah ada pegawai khusus untuk bagian dalam  melakukan pendaftaran 

haji pak ? 

3. Bapak kira-kira dalam satu hari ada berapa orang yang mendaftar haji ? 

4. Apakah ada hambatan dalam melakukan proses pendaftaran haji pak? 

5. Apakah ada biaya tambahan dalam melakukan proses pendaftran haji pak? 

 

 Jamaah 

1. Bapak/ibu sudah pernah melakukan pendaftaran haji ? 

2. Bagaimana bapak/ibu dalam melakukan proses pendaftaran haji ? 

3. Adakah menurut bapak/ibu hambatan dalam melakukan proses 

pendaftaran haji ? 

4. Bapak/ibu dalam melakukan proses pendaftaran haji itu pasti terdapat 

rincian biaya yang harus di bayar sebelum keberangkatan haji misalnya  

manasik, pakaian ihram, koper, baju seragam,  pp pulang balik? 

5. Bapak/ibu selain biaya diatas apakah ada biaya tambahan lagi dalam 

melakukan proses pendaftaran haji tersebut ? 
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6. Kalau misalnya bapak/ibu ada pembiayaan itu berasal dari kantor atau 

diluar kantor ? 

7. Kalau boleh tau berapa biaya yang dikeluarkan untuk biaya dalam 

pendaftaran ? 

8. Sebelumnya bapak/ibu sudah tau kalau pendaftaran haji dikenakan tarif 

nol rupiah trus apa pandangan bapak/ibu tentang pembiayaan tersebut ? 
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